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ABSTRAK  
SULWAFIANI (B111 13 316), dengan judul ““Tinjauan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Dibidang Perikanan (Studi kasus Putusan 
No.28/Pid.Sus/2016/PN.WTP)”. dibimbing oleh H.M.Said Karim selaku 
Pembimbing I dan Nur Azisa selaku Pembimbing II.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
materil dan pertimbangan hukum oleh majelis hakim terhadap tindak 
pidana perikanan dalam putusan No.28/Pid.Sus/2016/PN.WTP. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis ada dua 
cara yaitu penelitian normatif dengan telaah pustaka dan empiris dengan 
melakukan wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan 
disajikan secara deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian kepustakaan menunjukkan 1). Penerapan pidana 
materil atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah sesuai. Hal 
tersebut didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan Pasal 
9 Undang-Undang Republik Indonesia No.45 Tahun 2009 tentang 
perubahan atas Undang-Undang R.I No. 31 tahun 2004 yang didakwaan 
dalam putusan Nomor 28/Pid.Sus/2016/PN.WTP. 2) Pertimbangan hukum 
oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam 
putusan nomor 28/Pid.Sus/2016/PN.WTP telah sesuai, baik dari aspek 
pertimbangan yuridis maupun dari aspek sosiologis. Berdasarkan hasil 
penelitian, penulis merumuskan saran sebagai berikut  : a) Diharapkan 
agar dalam penanganan tindak pidana perikanan lebih diorientasikan 
kepada upaya pre-emtif atau upaya pencegahan dengan cara melibatkan 
semua aparat hukum untuk  melakukan sosialisasi terkait tindak pidana 
pelarangan penggunaan  jaring trawl dalam penangkapan ikan. b) agar 
upaya penegakan hukum tetap konsisten khususnya pengadilan terhadap 
penanganan kasus tindak pidana perikanan. Tegas dalam menangani 
tindak pidana tersebut dengan tetap berpedoman kepada undang-undang 
yang mengatur dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku  
illegal fishing.  c) Agar pemerintah dalam upaya penanganan tindak 
pidana perikanan ikut memperhatikan aspek sosiologis seperti upaya 
peningkatan fasilitas untuk penangkapan ikan secara legal bagi 
masyarakat yang mata pencaharianya sebagai nelayan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia sering disebut negara bahari, hal ini dikarenakan 
sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut. Menurut catatan WALHI 
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki 
17.480 pulau dengan garis pantai sepanjang 95.181 km. berdasarkan 
konvensi hukum laut (selanjutnya disingkat KLH) 1982 , indonesia 
memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km2 dan laut 
teritorial seluas 0,3 juta km2. 1 
Selain itu Indonesia juga mempunyai hak eksklusif untuk 
memanfaatkan sumber daya kelautan seluas 2,7 km2 pada perairan Zona 
Ekonomi  Eksklusif  (selanjutnya disingkat ZEE). Wilayah pesisir dihuni 
tidak kurang dari 140 juta jiwa atau 60% dari penduduk Indonesia yang 
bertempat tinggal dalam radius 50 km dari garis pantai. Secara 
administratif kurang lebih 42 kota dan 181 kabupaten berada di pesisir, 
serta terdapat 47 kota pantai mulai dari Sabang hingga Jayapura sebagai 
pusat pelayanan aktivitas sosial-ekonomi. 2 
 Indonesia yang merupakan Negara kepulauan memiliki 17.480 
pulau besar dan pulau kecil. Pulau-pulau tersebut membentuk 50 selat 
                                                          
1 Nunung Mahmuda, 2015, Illegal Fishing (Pertanggung Jawaban Pidana di  Wilayah Perairan 
Indonesia), sinar Grafika., Jakarta, hlm. 1. 
2 Ibid  
 
 
2 
dan 64 teluk. Paparan Sunda yang terletak dibagian Barat dan Paparan 
Sahul di bagian Timur terbentuk karena dasar laut yang sedemikin rupa. 
Keduanya dihubungkan oleh laut flores di sebelah Barat dan Perairan 
Maluku sebelah Timur. Dasar perairan ini serta lingkungan demersal dan 
pelagis di atasnya, umumnya, merupakan bagian yang produktif sebab 
sinar matahari yang merupakan sumber energi utama bagi semua 
kehidupan laut dapat menembus hingga ke dasar laut. 3 
Indonesia sebagai suatu negara kepulauan memiliki perairan yang 
sangat luas dan di dalamnya terdapat pula beraneka ragam sumber daya, 
yaitu sumber daya berupa ikan dengan segala jenisnya dan segala 
macam kekayaan alam lainya, seperti terumbu karang, padang lamun, 
dan biota laut lainya. Keberadaan sumber daya ikan yang terkandung  di 
dalam perairan Indonesia terbilang sangat banyak, dari segi kuantitasnya 
maupun beraneka ragam jenisnya dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk 
kemashalatan bangsa dan negara, khususnya masyarakat secara 
keseluruhan. Dalam diktum Undang-Undang No 31 tahun 2004 telah 
ditegaskan bahwa perairan yang berada di wilayah kedaulatan dan 
yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi 
Eksklusif Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasioanl, 
mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang 
potensial, merupakan berkah Tuhan Yang Maha Esa yang di amanahkan 
pada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan 
                                                          
3 Sudirman Saad, 2003, Politik Hukum Perikanan Indonesia, Lembaga Sentra Pemberdayaa 
Masyarakat. Jakarta, hlm 5. 
 
 
3 
Undang-Undang Dasar 1945, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi 
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Dalam rangka 
pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, 
pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya 
berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatanya dengan 
mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup 
bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan/atau pihak-pihak yang terkait 
dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya 
ikan dan lingkungannya. 
Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 dinyatakan 
bahwa pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, 
keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efesiensi, 
dan kelestarian yang berkelanjutan. Sementara itu dalam Pasal 2 Undang-
Undang No 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dinyatakan bahwa pengelolaan 
perikanan dilakukan berdasarkan asas: (a) manfaat; (b) keadilan; (c) 
kebersamaan; (d) kemitraan; (e) kemandirian; (f) pemerataan; (g) 
keterpaduan; (h) keterbukaan; (i) efisiensi; (j) kelestarian; dan (k) 
pembangunan yang berkelanjutan (ayat (2)). 
Pada sisi lain, menyangkut tujuan diadakanya Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 2004 ini diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 2004 dinyatakan bahwa pengelolaan perikanan dilaksanakan 
dengan tujuan sebagai berikut. 
 
 
4 
a) Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan 
kecil. 
b) Meningkatkan penerimaan dan devisa negara. 
c) Mendorong perluasan dan kesempatan kerja. 
d) Meningkatkan ketersediaan dan komsumsi sumber protein ikan. 
e) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan. 
f) Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing. 
g) Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengelolaan 
ikan. 
h) Mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidaya ikan 
dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal. 
i) Menjamin kelestarian sumber daya ikan lahan pembudidayaan 
ikan, dan tata ruang. 4 
Terdapat lima undang-undang yang relevan dengan Undang-
Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 ayat (3) dan telah disahkan, yaitu 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang 
perikanan  (UU Perikanan), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 
Tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang), Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), dan 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan 
Pemerintah Pusat Daerah. 
                                                          
4 H.Supriadi, Alimuddin , 2011, Hukum Perikanan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21-23 
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Di dalam konsideran Undang-Undang perikanan ditegaskan bahwa 
dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dengan Wawasan 
Nusantara, maka sumber daya perikanan harus dikelola sebaik-baiknya 
berdasarkan keadilan. 
Agar terciptanya sistem pengelolaan sumber daya alam perikanan 
yang bertujuan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya maka 
ditetapkan atau diaturnya ketentuan-ketentuan antara lain : 
a. Alat-alat penangkapan ikan; 
b. Jumlah yang boleh ditangkap serta ukuran dan jenis ikan yang 
tidak boleh ditangkap; 
c. Syarat-syarat teknis perikanan yang harus dipenuhi oleh semua 
kapal-kapal perikanan dengan memperhatikan juga ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang keselamatan 
pelayaran; 
d. Musim, daerah, dan jalur penangkapan; 
e. Pencegahan kerusakan, dan pencemaran; 
f. Peningkatan dan rehabilitasi sumber daya ikan serta lingkunganya; 
g. Pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit ikan; 
h. Penebaran ikan jenis baru. 
  Sistem pengelolaan diatas ditujukan untuk meningkatkan taraf 
hidup petani ikan kecil dan nelayan, yang termasuk golongan 
berpendapatan rendah. Sehingga dengan adanya sistem tersebut 
diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup petani ikan kecil dan 
 
 
6 
nelayan serta para pelaku atau kelompok masyarakat yang terlibat 
langsung dalam kegiatan perikanan, dan bermanfaat sebesar-besarnya 
bagi kemakmuran rakyat. 
 Sumber daya alam perikanan juga perlu dijaga kelestarianya, 
sehingga diatur dalam Undang-Undang pengelolaan Lingkungan Hidup. 
Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup berfungsi sebagai 
kerangka normatif agar kelestarian sumber daya perikanan tetap terjaga. 
Sumber daya perikanan meski memiliki daya pulih kembali 
pemanfaatanya harus terkendali secara bijaksana sehingga menjamin 
baik kepentingan generasi masa kini maupun generasi masa depan. 
 Agar tercapainya tujuan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, 
maka setiap orang atau kelompok orang atau badan hukum berkewajiban 
memelihara fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi 
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Selain itu, mereka 
berkewajiban pula memberikan informasi yang benar dan akurat 
mengenai pengelolaan lingkungan hidup. 
 Pasal 3 dan 10 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, 
mempunyai kaitan dengan pengelolaan sumber daya perikanan, yakni 
ketentuan mengenai wilayah daerah (Pasal 3) dan kewenanganya. 
Wilayah darat dan wilayah laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari 
garis pantai kearah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan adalah 
Wilayah Daerah.  
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Khususnya di dalam wilayah laut, kewenangan daerah mencakup 
lima aspek, yaitu : 
a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut 
sebatas wilayah laut tersebut; 
b. Pengaturan tata ruang; 
c. Pengaturan kepentingan administratif; 
d. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh 
daerah atau yang dilimpahkan kewenangan oleh pemerintah pusat; 
e. Bantuan penegakan pengamanan dan kedaulatan Negara.  
Sumber daya perikanan yang sangat strategis dan kaya, serta 
adanya aturan-aturan atau norma penegelolaan berorientasi kemakmuran 
dan pemerataan, harusnya berjalan sebanding dengan tingkat 
kesejahteraan masyarakat nelayan dan para pelaku atau kelompok-
kelompok masyarakat yang terlibat langsung dalam proses pemanfaatan 
potensi sumber daya perikanan. Tetapi fakta yang terjadi di lapangan 
justru sebaliknya. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik, jumlah penduduk 
miskin pada tahun 1995 tercatat 22 juta orang dan sekitar 22% adalah 
nelayan. Jumlah ini meningkat lebih dari empat kali lipat seiring dengan 
munculnya krisis moneter. 
Undang-Undang Perikanan memberikan perbedaan antara nelayan 
dan petani ikan. Nelayan adalah orang yang mata pencaharianya 
melakukan penangkapan ikan, sedangkan petani ikan adalah orang yang 
mata pencaharianya melakukan pembudidayaan ikan. Selain itu, di dalam 
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Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan, 
terdapat pula istilah perusahaan perikanan, yaitu perusahaan yang 
melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga Negara Indonesia 
atau badan hukum Indonesia. 
Perundang-undangan yang mengatur ketiga konsep tersebut tidak 
merinci perbedaanya masing-masing, tetapi dalam praktiknya tampak 
jelas perbedaan-perbedaan yang ada. Nelayan dan petani ikan lebih ke 
perseorangan yang melakukan kegiatanya dengan alat atau teknologi 
serta manajemen tradisional, sedangkan perusahaan perikanan, 
perseorangan  atau badan hukum yang menggunakan alat teknologi serta 
manajemen modern.5 
Seiring dengan perkembangan zaman, banyak para nelayan yang 
melakukan penangkapan sumber daya ikan dengan menggunakan segala 
cara, termasuk dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang dapat 
merusak ekosistem dan kelangsungan sumber daya ikan seperti pukat, 
alat-alat kimia dan alat berbahaya lainya (illegal fishing) demi merengguk 
keuntungan yang sebanyak-banyaknya. 6 
Demikian juga masyarakat seiring dengan kemajuan yang dialami 
dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum. 
Penambahan peraturan hukum itu tidak dapat dicegah karna masyarakat 
berharap dengan bertambahnya peraturan tersebut, kehidupan dan 
                                                          
5 Sudirman Saad Loc.it  
6 Ledeng Marpuang, 1992, Proses Penanganan Perkara Pidana , Sinar Grafika, Jakarta, hal 1. 
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keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran 
terhadap peraturan-peraturan itu bertambah. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis akan mengkaji 
lebih lanjut permasalahan mengenai Tindak Pidana Perikanan Dan 
Menuangkanya ke dalam Tugas Akhir (Skripsi) dengan judul “Tinjauan 
Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dibidang Perikanan (Studi kasus 
Putusan No.28/PID.Sus/2016/PN.WTP)”.  
 
B.  Rumusan Masalah  
Berdasarkan Latar Belakang Masalah sebagaimana diuraikan 
diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku 
tindak pidana Illegal Fishing menurut Putusan Nomor 
28/PID.Sus/2016/PN.WTP ? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap pelaku tindak pidana Illegal Fishing menurut Putusan nomor 
28/PID.Sus/2016/PN.WTP ? 
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian  
Adapun tujuan dan kegunaan penelitian dalam skripsi ini adalah 
sebagai berikut :  
1. Tujuan Penelitian  
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a. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku 
Tindak Pidana Illegal Fishing menurut Putusan Nomor 
28/PID.Sus/2016/PN.WTP. 
b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing menurut 
Putusan nomor 28/PID.Sus/2016/PN.WTP. 
2. Kegunaan Penelitian  
a. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi bahan 
masukan bagi pihak yang berkompeten di bidang hukum pada 
umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya terutama bagi 
yang berhubungan dengan proses peradilan tindak pidana Illegal 
Fishing. 
b. Juga sebagai saran untuk memperluas wawasan bagi para pembaca 
mengenai penanganan perkara tindak pidana Illegal Fishing. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tindak Pidana  
Dalam ilmu hukum terdapat pula cabang-cabang yang memisahkan 
antara suatu bagian dengan suatu bagian dengan bagian lainya. 
Pembagian yang paling mendasar adalah  antara hukum publik dan 
hukum privat. Adapun dikaitkan dengan hukum, maka pembahasan 
spesifiknya ada pada hukum pidana. 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Dalam lapangan ilmu pengetahuan hukum (Law Science) terutama 
pada bagian yang erat hubunganya dengan pembuatan hukum (Law 
Making)  dan pelaksanaanya (Law Informance), masalah hukum 
merupakan suatu hal yang perlu dipahami, dianalisis, serta ditimbulkan 
problema-problema dan pemecahanya sehingga dapat diharapkan 
memiliki keserasian dengan perkembangan hukum yang sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat. 7  
Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah Strafbaarfeit dan dalam 
kepustakaan tentang hukum pidana seiring mempergunakan istilah delik, 
sedangkan pembuat undang-undang  merumuskan suatu undang-undang 
mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau 
tindak pidana. 
                                                          
7 Ni’ matul Huda, 2009 Hukum Tatanegara Indonesia. Rajawali Press. Jakarta. Hlm 23 
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Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu 
pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan 
kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. 
Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-
peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak 
pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan 
jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari 
dalam kehidupan masyarakat. 
Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang 
dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain 
perbuatan yang bersifat aktif (melakukan suatu yang sebenarnya dilarang 
oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu 
yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).8 
Menurut H.R Abdussalam, Tindak Pidana adalah perbuatan 
melakukan dan tidak melakukan sesuatu yang oleh yang oleh peraturan 
perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang yang 
bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum 
masyarakat sehingga dapat dapat diancam pidana.9 
Menurut Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana adalah suatu 
perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku 
ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.10 
                                                          
8 Teguh Prasetyo. 2012. “HukumPidana”. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 50. 
9 Abdussalam, 2006 Sinerama hukum pidana.  Liberty. Yogyakarta. Hlm 6. 
10 Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, 
Bandung, hlm 1. 
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Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak 
Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, dengan istilah : 
1. STRAFBAAR FEIT adalah peristiwa pidana; 
2. STRAFBARE HANDLUNG diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, 
yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan 
3. CRIMINAL ACT diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal. 
Delik yang dalam bahasa Belanda disebut Strafbaarfeit, terdiri atas 3 
kata, yaitu straf, baar dan feit. Yang masing-masing memiliki artiL: 
a. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, 
b. Baar diartikan sebagai dapat dan boleh, 
c. Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. 
Jadi istilah Strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau 
perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing 
disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat 
dikenakan hukuman (pidana).  
Andi Hamzah dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana 
memberikan definisi mengenai delik, yakni: 
Delik adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan 
diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (pidana).” 
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Menurut Hans Kelsen, delik adalah suatu kondisi dimana sanksi 
diberikan berdasarkan norma hukum yang ada.11 
Lanjut Moeljanto mengartikan Strafbaarfeit sebagai berikut: 
Strafbaarfeit itu sebenarnya adalah “suatu kelakuan manusia yang 
diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.” 
 
Sementara Jonkers merumuskan bahwa: 
Strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikanya sebagai 
“suatu perbuatan yang melawan hukum (wederrechttelijk) yang 
berhubungan dengan kesenjangan atau kesalahan yang dilakukan 
oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”. 
Strafbaarfeit juga diartikan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari 
buku karya Lamintang, sebagai : 
Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang 
dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh 
seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku 
tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum. 
Adapun Simons masih dalam buku yang sama merumuskan 
Strafbaarfeit adalah : 
Suatu  tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan 
sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas 
tindakanya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai 
suatu tindakan yang dapat dihukum.12 
Menurut sudarto, pidana adalah nastapa yang diberikan oleh 
negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap 
                                                          
11 Jimly Asshidiqie, Ali Safa’at M. 2012. “Teori Hans Kelsen Tentang hukum’ Jakarta;Konpres, 
hlm.46. 
12  Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, (Memahami Tindak Pidana dan 
Pertanggungjawaban   Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan) Rangkang Education,. 
Yogyakarta, hlm18-20 
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ketentuan undang-undang (hukum pidana) sengaja, agar dirasakan 
sebagai nestapa. 13 
Van Hammel mengartikan pidana adalah suatu penderitaan yang 
bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang 
berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai 
penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang 
pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah 
melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh 
negara. 14 
 Menurut Barda Nawawi Arief, Tindak pidana adalah melakukan 
atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan 
dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. 
Adapun jenis tindak pidana dibadakan atas dasar tertentu, antara lain 
sebagai berikut:  
a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (KUHP) dibedakan 
antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran 
yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi 
“kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi  
pembagian KUHP menjadi Buku II dan Buku III melainkan juga 
merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam 
perundang-undangan secara keseluruhan. 
b) Cara merumuskanya, dibedakan dalam tindak pidana formil (formel 
delicten) dan tindak pidana materil (materil delicten). Tindak pidana 
formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang 
                                                          
13 Sudarto. 1981. “Kapita Selekta Hukum Pidana” Bandung ; Alumni, hlm 110 
14 Tolib Setiady. 2010. “Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia” 
Alfabeta.Bandung. Hlm. 19.  
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dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 
362 KUHP, yaitu tentang pencurian. Pada tindak pidana materil, inti 
laranganya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang 
dipertanggungjawabkan dan dipidana. 
c) Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak 
pidana sengaja (Dolus delictum)  dan tindak pidana tidak sengaja 
(culpose delicten). Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang 
diatur di dalam KUHP, antara lain Pasal 338 KUHP mengenai 
pembunuhan yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa 
orang lain, pasal 354KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. 
Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat dipidana jika ada 
kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya 
seseorang, contoh lainya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan 
Pasal 360 KUHP. 
d) Berdasarkan macam perbuatanya, tindak pidana dibedakan menjadi 
tindak pidana aktif (positif) dan tindak pidana pasif. Perbuatan aktif 
juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkan 
diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, 
misalnya Pencurian pada Pasasl 362 KUHP dan Penipuan pada Pasal 
378 KUHP.15 
 
 
                                                          
15 Bardan Nawawi Arief. 2002. “Kebijakan Hukum Pidana”. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 
hlm 82. 
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2. Unsur-Unsur Tindak Pidana  
Di dalam Buku II KUHP terdapat rumusan-rumusan perihal tindak 
pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan di dalam 
buku III memuat pelanggaran. Ternyata  ada unsur yang selalu disebutkan 
dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun 
ada pengecualian seperti Pasal 352 KUHP (Penganiayaan). Unsur 
kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, mengenai 
unsur kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu, banyak 
mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan 
maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. 
Menurut Adami Chazawi tindak pidana dapat dibedakan setidak-
tidaknya dari dua sudut pandang yakni : (1) dari sudut teoritis, dan (2) dari 
sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli 
hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut 
undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu 
dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan 
perundang-undangan yang ada. 16 
1) Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis 
Menurut moeljanto, Unsur tindak pidana adalah : 
a. Perbuatan; 
b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); 
                                                          
16 Adam Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori 
Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana). Bandung. Raja grafindo, hlm 79 
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c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).  
Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. 
Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian 
ada pada perbuatan itu, tetapi tidak dipisahkan dengan orangnya. 
Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti 
perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian diancam 
pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umunya dijatuhi 
pidana karna melakukan tindakan yang bertentangan dengan Undang-
Undangan .17  
Menurut R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni : 
a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia); 
b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 
c. Diadakan tindakan penghukuman. 
Dari unsur ketiga, kalimat diadakan penghukuman, terdapat 
pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu 
diikuti dengan penghukuman (pemidanaa). Berbeda dengan Moeljatno, 
karna kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak 
dengan demikian dijatuhi pidana. 
Walupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang 
bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun 
dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) 
yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana.  
                                                          
17 P.A.F Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung. Citra Aditya Bakti. 
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Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirinci unsur-unsur tindak 
pidana adalah: 
a. Perbuatan (yang); 
b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan); 
c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat); 
d. Dipertanggungjawabkan. 
Sementara itu Schravendijk mengutarakan bahwa unsur-unsur 
tindak pidana adalah sebagai berikut : 18 
a. Kelakuan (orang yang); 
b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum; 
c. Diancam dengan hukuman; 
d. Dilakukan oleh orang  (yang dapat); 
e. Dipersalahkan/kesalahan. 
Walaupun rincian dari beberapa rumusan diatas tampak berbeda-
beda, namun pada hakikatnya ada persamaan, yaitu : tidak 
memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatanya dengan 
unsur yang mengenai diri orangnya.  
 
2) Unsur Rumusan Tindak Pidana Dalam UU  
Menurut Adami Chazawi, dari rumusan-rumusan tindak pidana 
tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, 
yaitu: 
                                                          
18 Adam Chazawi, Loc.cit 
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1. Unsur tingkah laku 
2. Unsur melawan hukum 
3. Unsur kesalahan 
4. Unsur akibat konstitutif  
5. Unsur keadaan yang menyertai 
6. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana  
7. Unsur tambahan untuk memperberat pidana 
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana  
9. Unsur objek hukum tindak pidana  
10.  Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana  
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. 
Dari 11 unsur itu, diantaranya terdapat dua unsur subjektif yaitu 
unsur kesalahan dan melawan hukum, sedangkan selebihnya berupa 
unsur objektif. Adakalanya unsur melawan hukum bersifat objektif, 
misalnya melawan hukumnya perbuatan mengambil pada pencurian (362 
KUHP) terletak bahwa dalam mengambil itu di luar persetujuan atau 
kehendak pemilik (melawan hukum objektif). Atau pada 251 KUHP pada 
kalimat “tanpa izin pemerintah”, juga Pasal 253 KUHP pada kalimat 
“menggunakan cap asli secara melawan hukum” adalah berupa melawan 
hukum objektif”. Akan tetapi, ada juga melawan hukum subjektif misalnya 
melawan hukum dalam penipuan  (Pasal 378 KUHP) pemerasan (Pasal 
368 KUHP) pengancaman (Pasal 369 KUHP)  dimana disebutkan untuk 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. 
Begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan memiliki dalam 
penggelapan Pasal ( 372 KUHP) yang bersifat subjektif, artinya terdapat 
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kesadaran bahwa memiliki benda orang lain yang ada dalam 
kekuasaanya itu merupakan celaan masyarakat.19 
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 
Dalam pembahasan hukum pidana, nantinya akan ditemukan 
beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. 
Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai 
berikut: 
a) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam 
buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. 
Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah 
jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat 
diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang 
diancam dengan pidana penjara tetapi berupa pidana kurungan dan 
denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman 
pidana penjara. 20 
b) Menurut cara merumuskanya, dibedakan antara delik formal (formil) 
dan delik material (materil).  
Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan 
dilakukanya perbuatan itu sendiri. Tidak dipermasalahkan apakah 
perbuatanya.  
                                                          
19 Adam Chazawi. Op.cit ,. Hlm 82 
20 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, (Memahami Tindak Pidana dan 
Pertanggungjawaban   Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan) Rangkang 
Education,. Yogyakarta, hlm28 
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Sebaliknya didalam delik material titik beratnya pada akibat 
yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, 
bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. 
Contohnya adalah Pasal 338 (pembunuhan), yang terpenting adalah 
matinya seseorang. Caranya boleh dengan mencekik, menusuk, 
menembak, dan sebagainya.21 
c) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana 
sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa). 
Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam 
rumusanya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur 
kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak  
pidana yang dalam rumusanya mengandung culpa. 
d) Berdasarkan macam perbuatanya, dapat dibedakan antara tindak 
pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak 
pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi. 
Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatanya 
berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk 
mewujudkan diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang 
yang berbuat. Sedangkan tindak pidana pasif ada dua macam yaitu 
tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni.22 
                                                          
21 Teguh Prasetyo, 2012, Hukum Pidana, PT raja Grafindo, Jakarta. Hlm 59 
22 Amir Ilyas Op.cit., hlm 30 
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e) Delik aduan dan delik biasa (bukan aduan) adalah tindak pidana yang 
penentuanya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari 
pihak yang  berkepentingan atau terkena.23 
f) Jenis delik yang lain  
Terdapat jenis-jenis delik yang lain menurut darimana kita 
meninjau delik tersebut, antara lain :  
a. Delik berturut-turut, yaitu tindak pidana yang dilakukan berturut-
turut 
b. Delik yang berlangsung terus  
c. Delik yang berkualifikasi, yaitu tindak pidana dengan pemberatan 
d. Delik dengan privilege, yaitu delik dengan peringanan  
e. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan negara 
sebagai keseluruhan 
f. Delik propria, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang 
mempunyai kualitas tertentu.24 
 
 
B. Pemidanaan 
Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan 
juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada 
umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan 
sebagai penghukuman. 
Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, 
dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu 
mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, 
dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori 
konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat 
                                                          
23 Teguh Prasetyo, op.cit,  
24 Teguh Prasetyo , Loc.cit, hlm 62 
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tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut 
melakukan kejahatan serupa.  
Pernyataan diatas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali 
bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai 
upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai 
upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana 
atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa 
tahap perencanaan sebagai berikut : 
a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang; 
b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;  
c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang. 25 
Ada  berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, 
namun yang banyak itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan 
besar, yaitu :  
1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan  
Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar 
pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. 
Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah 
melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan 
hukum (pribadi, masyarakat, atau negara) yang telah dilindungi. Oleh 
karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan 
(berupa kejahatan) yang dilakukanya. Penjatuhan pidana yang pada 
                                                          
25 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, (Memahami Tindak Pidana dan 
Pertanggungjawaban   Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan) Rangkang Education,. 
Yogyakarta, hlm95-96 
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dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah 
membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak 
harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa 
dapat yang timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memerhatikan masa 
depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan 
pidana tidak tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, 
tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat. 
Tindakan pembalasan dalam penjatuhan pidana mempunyai dua 
arah, yaitu: 
a) Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan); 
b) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di 
kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan). 
Bila seseorang melakukan kejahatan, ada kepentingan hukum yang 
terlanggar. Akibat yang timbul, tiada lain berupa suatu penderitaan baik 
fisik maupun psikis, ialah berupa perasaan tidak tenang, sakit hati, 
amarah, tidak puas, terganggunya ketentraman batin. Timbulnya 
perasaan seperti ini bukan saja bagi korban langsung, tetapi juga pada 
masyarakat pada umumnya. Untuk memuaskan atau menghilangkan  
penderitaan seperti ini (sudut subjektif), kepada pelaku kejahatan harus 
diberikan pembalasan yang setimpal (sudut objektif), yakni berupa pidana 
yang tidak lain suatu penderitaan pula. Oleh sebab itulah, dapat dikatakan 
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bahwa teori pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik 
korban dan keluarganya maupun masyarakat pada umunya.26 
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan  
Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa 
pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam  
masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk 
menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana  
Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan , 
dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari 
sudut pertahanan masyarakat itu jadi, pidana merupakan suatu yang 
terpaksa perlu (noodzakelijk) diadakan. 
Untuk mencapai ketertiban masyarakat, maka pidana itu 
mempunyai tiga macam sifat, yaitu :  
a. Bersifat menakut-nakuti (afscbrikking); 
b. Bersifat memperbaiki (verbetering/reclasering) 
c. Bersifat membinasakan (onscbadelijik maken). 27 
Sementara itu, sifat pencegahan dari teori ini ada dua macam, yaitu  
1) Pencegahan umum (general preventive) 
Tujuan umum yang hendak dicapai dalam pencegahan umum 
adalah pencegahan yang diperuntukkan kepada masyarakat atau 
                                                          
26 Adam Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, 
Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana). Bandung. Raja 
grafindo, hlm 157-158 
27 Ibid hlm 16. 
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kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran 
terhadap ketertiban masyarakat.  
Tujuan pencegahan umum menurut  
Vos : 
Bentuk dari pencegahan umum yang paling lama berwujud pidana yang 
mengandung sifat menjerakan/menakutkan dengan pelaksanaanya 
depan umum yang mengharapkan suggestieve terhadap anggota 
masyarakat lainya agar tidak berani melakukan kejahatan lagi. Jadi agar 
anggota masyarakat lain dapat ditakutkan, perlu diadakan pelaksanaan 
pidana yang menjerakan dengan dilaksanakan depan umum. 
Pelaksanaan yang demikian menurut teori ini memandang pidana 
sebagai suatu yang terpaksa perlu  noodzakelijk demi untuk 
mempertahankan ketertiban masyarakat.28 
 
Rusli Effendy : 
 
Untuk mencegah supaya orang pada umumnya jangan melanggar 
karena pidana itu dimaksudkan untuk menghalang-halangi orang jangan 
berbuat salah. Teori pencegahan umum terhadap kaum penjahat, maka 
penjahat yang tertangkap harus dipidana berat supaya orang lain takut 
melanggar peraturan-peraturan pidana.29  
 
Apabila setiap orang tahu dan mengerti, bahwa melakukan 
kejahatan atau melanggar peraturan hukum itu diancam dengan pidana, 
maka orang itu akan mengerti akibatnya, yang berarti akan dijatuhi pidana 
atas kejahatan yang dilakukan. Sehingga setiap orang akan tercegah 
untuk berniat jahat dan melakukan kejahatan, sehingga didalam jiwa tiap-
tiap orang telah mendapat tekanan atas ancaman pidana, yang 
                                                          
28 Bambang Poernomo. 1993. Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta. Gahilia 
Indonesia. Hlm 29. 
29 Rusli Effendy. 1986.Asas-Asas Hukum Pidana, Ujing Pandang . Leppen Umi. Hlm 
114 
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mengembangkan teori psychologische zwang” dari Anselm Von Feurbach 
dalam tahun lebih kurang 1800. Walaupun demikian ada kemungkinan 
kejahatan karna berbakat jahat, yang tidak akan mungkin menghiraukan 
atas ancaman pidana itu saja, melainkan disertai menjatuhkan secara 
konkret dan melaksanakan pidananya dengan nyata.  
2) Pencegahan khusus (speciale preventive)  
Pencegahan khusus bertujuan untuk mencegah niat buruk pelaku 
mengulangi perbuatanya atau mencegah bakal pelanggaran 
melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakan. Pencegahan khusus 
ini dianut oleh Van Hamel dari Belanda. 
Agar niat buruk pelaku itu dapat dicegah pencegahan itu dapat 
berupa menakutkan, memperbaiki dan mngurung si  penjahat. 
Van Hamel menunjukkan bahwa pencegahan khusus atau pidana 
ialah : 
a) Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah 
penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan 
niat buruknya; 
b) Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana; 
c) Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak 
mungkin diperbaiki; 
d) Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib 
hukum. 30  
 
3) Teori Gabungan  
Teori gabungan adalah kombinasi antara penganut teori 
pembalasan dan teori tujuan, yaitu membalas kejahatan atau kesalahan 
                                                          
30 Andi Hamzah, 1983. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta. Hlm 35 
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penjahat dan melindungi masyarakat ; dan kedua tujuan ini disusul 
memidana. 
Vos menerangkan bahwa didalam teori gabungan terdapat tiga 
aliran yaitu : 
a. Teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan tetapi dengan 
maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban 
umum; 
b. Teori gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan ketertiban 
masyarakat; 
c. Teori gabungan yang menitikberatkan sama antara pembalasan 
dan perlindungan kepentingan masyarakat.31  
Van Bemmelen menganut teori gabungan dengan mengatakan: 
Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan 
masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara 
tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan 
untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.32 
 
 Rancangan  KUHP nasional, telah mengatur tentang tujuan 
penjatuhan pidana, yaitu : 
a) Mencegah dilakukanya tindak pidana dengan menegakkan norma 
hukum demi pengayoman masyarakat; 
b) Mengadakan koreksi terhadap pidana dan dengan demikian 
menjadikanya orang yang baik dan berguna; 
c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh, tindak pidana, 
memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam 
masyarakat; 
                                                          
31 Bambang Poernomo. 1993. Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta. Gahilia 
Indonesia. Hlm 31. 
32 Andi Hamzah, Loc.Cit hlm 36 
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d)  Membebaskan rasa bersalah pada terpidana (Pasal 5). 
Dalam ayat (2) Pasal itu dikatakan bahwa pemidanaan tidak 
dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan 
martabat manusia. 
Sehingga dapat dikatakan bahwa yang tercantum didalam 
rancangan KUHP tersebut merupakan penjabaran teori gabungan dalam 
arti yang luas. ialah meliputi usaha prevensi, koreksi kedamaian dalam 
masyarakat dan pembalasan rasa bersalah pada terpidana.  
 
C. Tinjauan Umum Tentang Illegal Fishing  
1. Pengertian Illegal Fishing . 
Dalam peraturan perundang-undangan tentang kelautan, terutama 
menyangkut bidang perikanan, kategori tindak pidana dibedakan menjadi 
“kejahatan” dan “pelanggaran”. Namun, baik dalam tindak kejahatan 
maupun tindak pelanggaran terdapat istilah illegal fishing. Istilah ini 
terdapat dalam  penjelasan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan, tetapi tidak diberikan definisi ataupun penjelasan lebih lanjut 
tentang apa itu illegal fishing. 33  
Illegal Fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan yang 
dilakukan oleh nelayan tidak bertanggung jawab dan bertentangan oleh 
kode etik penangkapan bertanggung jawab  Illegal Fishing termasuk 
                                                          
33 Nunung Mahmuda, 2015, Illegal Fishing (Pertanggung Jawaban Pidana di  Wilayah 
Perairan Indonesia), sinar Grafika., Jakarta, hlm. 79 
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kegiatan malpraktek dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang 
merupakan kegiatan pelanggaran hukum. Tindakan illegal fishing 
umumnya bersifat merugikan bagi sumber daya perairan yang ada.  
Tindakan ini semata-mata hanya akan memberikan dampak yang 
kurang baik bagi ekosistem perairan, akan tetapi memberikan keuntungan 
yang besar bagi nelayan. Kegiatan yang umumnya dilakukan nelayan 
dalam melakukan penangkapan dan termasuk ke dalam tindakan illegal 
fishing adalah penggunaan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem 
seperti penangkapan dengan pemboman, penangkapan dengan racun, 
serta penggunaan alat tangkap trawl pada daerah karang.34 
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikana Kementrian 
Kelautan dan Perikanan, memberi batasan pada istilah illegal fishing, yaitu 
pengertian illegal, unreported, dan unregulated (IUU) fishing  yang secara 
harfiah dapat diartika sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan 
perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya 
tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelolaan 
perikanan yang tersedia. 
Pengertian illegal fishing merujuk kepada pengertian yang 
dikeluarkan oleh Internasional Plan of Action (IPOA) illegal, unreported, 
unregulated (IUU) fishing yang diprakarsai oleh FAO dalam konteks 
implementasi Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF). 
Pengertian illegal fishing di jelaskan sebagai berikut. 
                                                          
34 Peter salim.2003. “The Contemporary English Indonesia Dictionary” Mordren 
English Press. Hlm 65. 
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a. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu 
atau kapal asing diperairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa 
izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau penangkapan ikan 
tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan negara itu 
(activities conducted by national or foreging vessels in wates under the 
jurisdiction of a state, without permission of that state, or in 
contravention of its law and regulatiaon). 
b. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan 
berbendera salah satu negara yang tergabung sebagai anggota 
organisasi pengelolaan perikanan regional, regional fisheris 
management organization (RFMO). Tetapi pengoprasian kapal-
kapalnya bertentangan dengan tindakan-tindakan konverensi dan 
pengelolaan perikanan yang telah diadopsi oleh RFMO. Negara RFMO 
wajib mengikuti aturan yang ditetapkan itu atau aturan lain yang 
berkaitan dengan hukum internasional (activities conducted by veels 
flyfing  the flag of states that are parties to a relevant regional fisheris 
management organization (RFMO) but operate in contravention of the 
conservation and management massures adopted by the organization 
and by which states are bound, or relevant provisions of the applicable 
internasional law). 
c. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-
undangan suatu negara atau ketentuan internasional, termasuk aturan-
aturan yang ditetapkan negara anggota (activities in violation of 
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national laws or internasional obligation, including those undertaken by 
cooperation stares to a relevant regional fisheries management 
organization).35  
Dalam bukunya Nunung Mahmud menjelaskan bahwa unreported 
fishing, yaitu kegiatan penangkapan ikan yang : 
a) Tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada 
instansi yang berwenang dan tidak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan nasional. 
b) Dilakukan di area yang menjadi kompetensi organisasi pengelolaan 
perikanan regional, namun tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan 
secara tidak benar sesuai dengan prosedur pelaporan dari organisasi 
tersebut.  
Kegiatan unreported fishing yang umum terjadi di Indonesia : 
a) Penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang 
sesungguhnya atau pemalsuan data tangkapan; 
b) Penangkapan ikan yang langsung dibawah ke negara lain 
(transshipment di tengah laut). 
Unregulated fishing, yaitu kegiatan penangkapan ikan : 
a. Pada suatu area stok ikan yang belum di terapkan ketentuan 
pelestarian dan pengelolaan, dalam hal ini kegiatan penangkapan 
tersebut dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan 
                                                          
35 Nunung Mahmudah, Op.Cit., hlm.80. 
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tanggung jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber 
daya ikan sesuai hukum internasional; 
b. Pada area yang menjadi kewenangan organisasi pengelolaan 
perikanan regional yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan 
atau yang mengibarkan bendera suatu negara yang tidak menjadi 
anggota organisasi tersebut., hal ini dilakukan dengan cara yang tidak 
sesuai atau bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan 
pengelolaan dari organisasi tersebut. 
Kegiatan unregulated fishing di perairan Indonesia, antara lain 
masih belum diaturnya :  
a. Mekanisme pencatatan data hasil tangkapan dari seluruh kegiatan 
penangkapan ikan yang ada; 
b. Wilayah perairan yang diperbolehkan dan dilarang; 
c. Pengaturan aktivitas sport fishing,   kegiatan penangkapan ikan yang 
menggunakan modifikasi dari alat tangkap ikan yang dilarang. 36 
2. Perkembangan Illegal Fishing  
Tindakan illegal fishing terjadi hampir diseluruh belahan dunia. 
Illegal fishing merupakan kejahatan perikanan yang sudah terorganisasi 
secara matang, muali tingkat nasional sampai internasional. Pada masa 
ini, tindakan illegal fishing telah berubah cara beroprasinya bila 
dibandingkan dengan cara pertengahan tahun 1990-an. Tindakan illegal 
fishing telah menjadi a hight sophisticated form of transnatioal organized 
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crime, dengan ciri-ciri antara lain control pergerakan kapal yang modern 
dan peralatan yang modern, termasuk tangki untuk mengisi bahan bakar 
di tengah laut.37 
 Tinddakan illegal fishing belum menjadi isu trans-nasional yang 
diformulasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun secara 
de facto. isu ini telah menjadi perhatian organisasi-organisasi dunia dan 
regional sebagai salah satu kejahatan terorganisiasi yang merugikan 
negara dan mengancam keberlangsungan sumber daya perikanan. Oleh 
karena itu, diperlukan suatu pengaturan khusus dalam rangka 
menanggulangi tindakan ilegal ini. Salah satu organisasi internasional 
yang mengatur isu adalah Food and Agriculture Organisasi (FAO) . 
FAO telah mendapatkan dan memformulasikan tindakan illegal 
fishing kedalam ketentuan-ketentuan Code of Conduct for Responsible 
Fisheries (Code of Conduct). Ketentuan tersebut memperhatikan aspek 
keberlangsungan ekosistem dan sumber daya perikanan yang terkandung 
didalamnya. Selain itu, terdapat juga aspek ekonomi yang menjadi 
perhatian dalam tindakan illegal fishing. Menurut Nikijuluw “tindakan illegal 
fishing  memiliki pengaruh cost-benefit paralysis (kelumpuhan ekonomi 
akibat tindakan kriminal) yang dianggap besar”. Hal ini sangat sulit untuk 
diketahui besaran ekonomi secara akurat.  
Sama halnya dengan tindakan illehal fishing  yang terjadi di 
kawasan dan negara lain di dunia, Indonesia pun tidak memiliki data dan 
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Perpetators” Australian Antartic Megazine % Winter, hlm 16. 
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angka yang pasti mengenai illegal fishing yang terjadi di perairanya. 
Namun, beberapa peneliti dan lembaga di Indonesia telah melakukan 
estimasi nilai kerugian tindakan illegal fishing yang terjadi berdasarkan 
asumsi dan temuan di lapangan. Menurut Rokhimin Dahuru, sampai tahun 
2002 nilai kerugian negara akibat tindakan illegal fishing mencapai angka 
US$1,362 miliar pertahun. Tingginya angka tindakan illegal fishing di 
perairan Asia Tenggara dan Pasifik serta kondisi overfishing yang 
mengancam keberlangsungan sumber daya perikanan dan kelautan, 
membuat negara-negara disekitar kawasan tersebut saling bekerja sama 
untuk melakukan penaggulangan illegal fishing dengan membentuk 
Internasional Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, 
Unreported and Unreguleted Fishing (The IPOA IUU Fishing). 38  
D. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan  
Setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim hanya semata-mata 
berdasarkan keadilan, tidak semata-mata hanya berlandaskan 
pertimbangan hukum melainkan harus sesuai dengan bukti yang ada 
dalam persidangan. Dalam memutuskan suatu perkara pidana hakim 
harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar dan 
mengambil suatu putusan.  
Hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan 
dengan nilai semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan atau lisan. 
Ada juga yang mengartikan putusan sama dengan vonis tetap. Rumusan-
                                                          
38 Victor P.H Nikijuluw.2008. “Blue Water Crime : Dimensi Sosoial Ekonomi Perikanan 
Illegal”. Pustaka Cidesindo, Jakarta . Hlm 67. 
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rumusan yang kurang terjadi sebagai akibat dari penerjemah ahli Bahasa 
yang bukan ahli hukum. 
Kekuasaan kehakiman yang merdeka mempunyai arti bahwa 
kekuasaan kehakiman bebas dari campur tangan pihak-pihak dan 
kekuasaan negara kecuali ditentukan oleh undang-undang. Disparitas 
sering timbulkan aklibat dari kebebasan yang dimiliki oleh hakim adalah 
menjatuhkan putusan. Disparitas pidana yang terjadi dalam pengambilan 
putusan dikarenakan salah satu sebanya adalah hakim di Indonesia tidak 
terikat dengan yurisprudensi. 
Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan 
kehakiman menyatakan bahwa segala putusan pengadialn selain harus 
memuat alasan dan dasar putusan serta juga harus memuat pula pasal 
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum 
yang dijadikan dasar untuk mengadili. Oleh karna itu hakim harus 
mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang berhubungan dengan 
terdakwa agar hakim bisa mengambil suatu alasan dan dasar putusan.  
Pasal 51 dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
yang baru menyebutkan bahwa faktor-faktor yang harus dipertimbangkan 
oleh hakim dalam mengambil keputusan adalah kesalahan terdakwa, 
motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana 
dan lain-lainya. 
 Setelah pembacaan putusan pengadilan (hakim), apabila 
Terdakwa atau penasihat hukum dan penuntut umum tidak mengajukan 
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upaya hukum atau putusan pengadialan (hakim) tersebut, maka putusan 
pengadilan (hakim) yang telah berkekuatan hukum yang tetap harus 
segera dilaksanakan (eksekusi), dengan pelaksanaan sebagaimana 
menurut Pasal 36 UU . 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.39 
Adapun alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang telah 
diatur dalam Pasal 184 ayat (1) adalah sebagai berikut : 
a. Keterangan Saksi  
Keterangan saksi adalah alat bukti yang pertama disebut dalam 
Pasal 184 KUHAP. Pada umumnya tidak ada perkara pidana yang luput 
dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Saksi adalah orang yang 
dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, 
dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, dan ia 
alami sendiri. 
b. Keterangan Ahli  
Keterangan ahli juga merupakan salah satu bukti yang sah menurut 
Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menerangkan bahwa keterangan ahli 
ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. 
c. Surat  
Surat menurut Asser-Anema adalah suatu yang mengandung 
tanda-tanda baca yang dapat di mengerti, dimaksud untuk mengeluarkan 
isi pikiran.  
 
                                                          
39 Andi Sofyan 2014, Hukum Acara Pidana, Prenada media . Jakarta, hlm 353. 
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d. Petunjuk  
Dalam KUHAP, alat bukti dapat dilihat dalam Pasal 188, petunjuk 
adalah kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian baik antara satu 
dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri.  
E. Pengadilan Perikanan  
Peradilan tindak pidana perikanan pada mulanya diatur dalam 
Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 karena pertimbanagnya undang-
undang ini belum menampung semua pengolaan sumber daya ikan 
dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum 
serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber 
daya ikan,dan oleh karena itu undang-undang ini perlu diganti. 
Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagai 
pengganti Undang-Undang No. 9 Tahun 1985, sebagai karya manusia 
yang semula dianggap sempurna dan dapat mengatur serta 
mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam 
rangka penegelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan, 
ternyata dalam perjalananya yang baru berlaku selama 5 (lima) tahun 
23 hari, mulai timbul persoalan baru yang dianggap sangat urgen 
dalam bidang tindak pidana perikanan yang belum tertampung dalam 
undang-undang ini, sebagai akibat teknologi yang semakin canggih 
dan membawa konsekuensi tersendiri didalam bidang tindak pidana 
perikanan, mengharuskan pemerintah merasa perlu segera 
mengadakan perubahan beberapa pasal terhadap undang-undang ini. 
 
 
40 
Inplementasi dari keinginan pemerintah untuk mengadakan 
perubahan terhadap beberapa pasal dari undang-undang ini, maka 
dikeluarkanlah Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang perubahan 
atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang 
mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2009, dimana dalam Pasal 71 
ayat (2) Undang-Undang No.45 tahun 2009 diselipkan perkataan 
“Pengadilan Khusus“, artinya pengadilan perikanan merupakan 
pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. 
Pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan 
memutus tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah 
pengelolaan perikanan Negara RI, baik dilakukan oleh warga negara 
RI maupun warga negara asing (Pasal 71 A). 
Pengadilan Perikanan baru ada di Pengadilan Negeri Jakarta 
Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual, sedangkan di Sulawesi 
Selatan dan Barat belum ada Pengadilan Perikanan, maka 
berdasarkan Pasal 106 dan 107 yang pada intinya bahwa selama 
belum di bentuk Pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud 
dengan Pasal 71 ayat (3), terhadap tindak Pidana dibidang perikanan 
yang terjadi di luar daerah Hukum Pengadilan Perikanan, tetap 
diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Negeri yang berwenang 
dengan menggunakan Hukum Acara yang di atur dalam undang-
undang ini termasuk penyidikan dan penuntutannya, artinya semua 
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Pengadilan Negeri yang ada dalam wilayah Hukum Pengadilan Tinggi 
Sulawesi Selatan dan Barat, apabila ada tindak Pidana perikanan 
maka Pengadilan Negeri yang bersangkutan dalam wilayah hukumnya 
berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dan 
sudah dilaksanakan dalam praktik Peradilan selama ini. 
Pasal 108, menyatakan bahwa pada saat undang-undang ini 
mulai berlaku: 
a. Perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di daerah 
hukum Pengadilan Perikanan sebagaimana yang dimaksud 
dalam Pasal 71 ayat (3) yang masih dalam tahap penyidikan atau 
penuntutan tetap diberlakukan hukum acara yang berlaku 
sebelum berlakunya undang-undang ini. 
b. Perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di daerah 
hukum Pengadilan Perikanan sebagaimana yang dimaksud 
dalam Pasal 71 ayat (3) yang sudah diperiksa tetapi belum 
diputus oleh Pengadilan Negeri tetap diperiksa dan diputus oleh 
Pengadilan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan hukum 
acara yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang ini, dan 
c. Perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di daerah 
hukum Pengadilan Perikanan sebagaimana yang dimaksud 
dalam Pasal 71 ayat (3) yang sudah dilimpahkan ke Pengadilan 
Negeri tetapi belum mulai diperiksa, dilimpahkan kepada 
Pengadilan Perikanan yang berwenang.  
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1. Penyelidikan 
Penyedikan  tindak pidana perikanan diatur dalam Bab X1V, 
Bagian Ke 1, yaitu Pasal 72 dan Pasal 73. 
Pasal 72 Undang-Undang No. 31 tahun 2004 menyatakan bahwa 
penyidikan dalam perkara tindak pidana dibidang perikanan, dilakukan 
berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain  dalam 
undang-undang  ini (Pasal ini tidak ikut diubah). 
Pasal 73 Undang-Undang No 45 tahun 2009 
a) Penyidikan tindak pidana dibidang perikanan diwilayah 
pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh 
penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI 
AL, dan/atau penyidik kepolisian Negara republik Indonesia. 
b) Selain penyidik TNI AL, penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan 
berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana 
dibidang perikanan yang terjadi di ZEE. 
c) Penyidikan terhadap tindak pidana dibidang perikanan yang 
terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh 
penyidik  Pegawai Negeri Sipil Perikanan. 
d) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan  
koordinasi dalam penanganan penyidikan tindak pidana dibidang 
perikanan. 
Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan 
penahanan terhadap tersangka paling lama 20 (dua puluh) hari, 
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apabila pemeriksaan belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut 
umum paling lama 10 (sepuluh) hari, setelah waktu 30(tiga puluh) hari 
tersebut berakhir penyidik harus mengeluarkan tersangka dari tahanan  
demi hukum (Pasal 73 B ayat (2), 3,5) Undang-Undang No.45 tahun 
2009. 
2. Penuntutan  
Penuntutan dalam perkara tindak pidana dibidang perikanan 
diatur didalam Bagian Kedua, Pasal 74 sampai 76 Undang-Undang No 
31 tahun 2004. 
Penuntutan dalam perkara tindak pidana dibidang perikanan 
dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan 
lain dalam undang-undang ini (Pasal 74 Undang-Undang   No. 31 
Tahun 2004), tidak ikut diubah. 
Untuk kepentingan Penuntutan, Penuntut Umum berwenang 
melakukan penahanan terhadap Tersangka, paling lama 10 (sepuluh) 
hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 
10 (sepuluh) hari, apabila jangka waktu 20 (dua puluh) hari telah 
berakhir, Tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum 
(Pasal 76 ayat (6, 7, 8) Undang-Undang   No. 45 Tahun 2009. 
3. Pemeriksaan di  Sidang Pengadilan 
Pemeriksaan disidang Pengadilan dalam perkara tindak pidana 
dibidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, 
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kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini (Bagian Ketiga, Pasal 
77 Undang-Undang   No. 31 Tahun 2004 (pasal ini tidak ikut diubah). 
Hakim Pengadilan Perikanan terdiri atas, Hakim Karir dan Hakim 
Ad Hoc, susunan Majelis Hakim terdiri atas 2 (dua) Hakim Ad Hoc dan 
1 (satu) Hakim Karir, sekaligus bertindak sebagai Ketua Majelis (Pasal 
78 ayat (1,2) Undang-Undang   No. 31 Tahun 2004 
Pasal 78 A undang-undang   No. 45 Tahun 2009 ayat : 
a) Setiap Pengadilan Negeri yang telah ada Pengadilan Perikanan, 
dibentuk subkepaniteraan Pengadilan Perikanan yang dipimpin 
oleh sorang Panitera Muda. 
b) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera Muda sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh beberapa orang Panitera 
Pengganti. 
c) Panitera Muda dan Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan 
berasal dari lingkungan Pengadilan Negeri. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini bersifat normatif dengan melakukan pendekatan 
yuridis. Pendekatan yuridis pada hakikatnya menunjuk pada suatu 
ketentuan, yaitu harus terpenuhi tuntutan secara keilmuan hukum yang 
khusus. Yaitu ilmu hukum dogmatic. Jadi tinjauan yuridis secara 
terminology dapat diartikan sebagai analisis terhadap suatu permasalahan 
dengan menggunakan pendekatan normatif. Berdasarkan perundang-
undangan yang berlaku.  
A. Lokasi penelitian  
Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah 
dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Berdasarkan judul 
“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dibidang Perikanan (Studi 
kasus Putusan no 28/PID.Sus/2016/PN.WTP)”. Maka penulis memilih 
lokasi penelitian di Kabupaten Bone, tepatnya di Pengadialan Negeri 
Watampone sebagai instansi yang telah memeriksa, mengadili, dan 
memutuskan perkara tindak pidana Perikanan tersebut, sehingga dapat 
dipastikan bahwa pada instansi tersebut tersedia cukup (data sekunder) 
untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti oleh penulis. 
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B. Jenis dan Sumber Data  
Adapun jenis dan sumber data dibutuhkan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
a. Bahan Hukum Primer  
Data Primer adalah data yang di peroleh langsung dari hasil 
wawancara secara langsung dengan pihak terkait untuk memberikian 
keterangan-keterangan yang dibutuhkan dengan judul penulis 
b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, 
dokumen-dokumen serta peraturan lainya perundang-undangan serta 
peraturan perundang-undangan lainya yang relevan dengan materi 
penulis. Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan atau dekomentasi 
pada instansi terkait. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data  
 Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik 
pengumpulan data seperi: 
1. Penelitian Pustaka (Library Research) 
Penelitian Pustaka dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah 
data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, telah 
terhadap dokumen perkara serta peraturan-peraturan yang berhubungan 
dengan penelitian ini. 
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2. Penelitian lapangan (Field Research)  
Wawancara (interview) sehubungan dengan kelengkapan data-data 
dan informasi-informasi yang akan dikumpulkan maka penulis melakukan 
wawancara dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang 
berkaitan dengan judul penulis.   
 
D. Analisis Data  
Data yang diperoleh atau data yang berhasil dikumpulkan selama 
proses penelitian dalam bentuk data primer maupun data sekunder 
dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriiptif yaitu 
menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitanya dengan penelitian yang dilakukan oleh 
penulis. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu 
memberikan gambaran secara jelas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48 
BAB IV  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana 
Perikanan (Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2016/PN.Wtp) 
 
Sebelum penulis membahas mengenai penerapan hukum pidana 
materil dalam kasus putusan nomor 28/Pid.Sus/2016/PN.Watampone, 
maka penulis terlebih dahulu menguraikan ringkasan posisi kasus 
pada Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2016/PN.Watampone yaitu sebagai 
berikut : 
1. Posisi Kasus  
Terdakwa Mappa Dg. Mawale Bin Bandu Dg. Massenge pada hari 
kamis tanggal 04 Juni 2015 sekitar pukul 17.30 wita atau setidak-
tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015 atau pada 
waktu dalam tahun 2015, bertempat di Muara Sungai Angkue ±1 Mil 
Desa Angkue Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah 
hukum Pengadilan Negeri Watampone, terdakwa Mappa Dg. Mawale 
Bin Bandu Dg. Massenge dengan sengaja memiliki, menguasai, 
membawa, dan atau menggunakan alat penangkap ikan yang 
mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal 
penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik 
Indoinesia.  
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Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, 
ketika Tim Satuan Polair Polres Bone diantaranya saksi Jamil Bin 
Ambo dan Mustamin Bin Abd. Rajab telah ,melakukan Penangkapan 
terhadap terdakwa yang pada saat itu melakukan penangkapan ikan 
dengan menggunakan trawl yang digunakan terdakwa Mappa terdiri 
dari alat pemberat, jarring dan tali penarik trawl terssebut dibuang 
kedasar laut selanjutnya terdakwa melakukan penangkapan ikan 
dengan menggunakan perahu kecil berukuran 2 GT berdasarkan 
Sertifikat Kesempurnaan No.552.1/567/X/Dishub 2014 yang 
ditandatangani oleh An. Kepala Dinas Perhubungan Kab.Bone Drs. 
Asiswa yang berlaku sampai tanggal 30 April 2015  keluar menuju 
kelaut dan setelah berada dilaut maka kemudian membuang trawlnya 
tersebut kedasar laut, setelah itu trawl lalu ditarik dengan 
menggunakan kapal perahu motor sampai beberapa jam lamanya, 
setelah itu barulah trawl tersebut ditarik naik keatas perahu untuk 
diambil hasilnya, apakah ikan atau tergantung apa saja yang masuk 
kedalam trawl, setelah itu terdakwa lalu membuang lagi trawl tersebut 
kedasar laut dan melakukan hal tersebut secara berulang sampai ikan 
yang didapat banyak. 
Bahwa adapun hasil yang ditangkap pada saat itu bermacam-
macam jenis ikan yang saksi tidak tahu namanya yang baik ikan yang 
masih kecil maupun ikan yang besar sehingga akibat perbuatan 
terdakwa yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan 
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jaring trawl dilarang oleh pemerintah karena dapat merusak ekosistem 
laut. 
 
2. Dakwaan jaksa penuntut umum  
Dalam kasus ini Penuntut Umum mengajukan dakwaan 
Subsidaritas yaitu dakwaan yang berisi lebih dari satu dakwaan, dan 
yang apabila Dakwaan Kesatu telah terbukti maka Dakwaan 
berikutnya tidak usah dibuktikan lagi. Terdakwa diajukan 
dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana 
diuraikan dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-
08/W.Pone/11/2015, sebagai berikut : 
DAKWAAN KESATU :  Bahwa ia Terdakwa Mappa Dg. Mawale 
Bin Bandu Dg. Massenge pada hari kamis tanggal 04 Juni 2015 sekitar 
pukul 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan 
Juni tahun 2015 atau pada waktu dalam tahun 2015, bertempat di 
Muara Sungai Angkue ±1 Mil Desa Angkue Kecamatan Kajuara 
Kabupaten Bone atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih 
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, 
terdakwa Mappa Dg. Mawale Bin Bandu Dg. Massenge dengan 
sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan 
alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak 
keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan di 
wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indoinesia. Yang 
dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika 
Tim Satuan Polair Polres Bone diantaranya saksi Jamil Bin 
Ambo dan Mustamin Bin Abd. Rajab telah ,melakukan 
Penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu melakukan 
penangkapan ikan dengan menggunakan trawl yang digunakan 
terdakwa Mappa terdiri dari alat pemberat, jarring dan tali 
penarik trawl terssebut dibuang kedasar laut selanjutnya 
terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan 
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perahu keluar menuju kelaut dan setelah berada dilaut maka 
kemudian membuang trawlnya tersebut kedasar laut, setelah itu 
trawl lalu ditarik dengan menggunakan kapal perahu motor 
sampai beberapa jam lamanya, setelah itu barulah trawl 
tersebut ditarik naik keatas perahu untuk diambil hasilnya, 
apakah ikan atau tergantung apa saja yang masuk kedalam 
trawl, setelah itu terdakwa lalu membuang lagi trawl tersebut 
kedasar laut dan melakukan hal tersebut secara berulang 
sampai ikan yang didapat banyak. 
- Bahwa adapun hasil yang ditangkap pada saat itu bermacam-
macam jenis ikan yang saksi tidak tahu namanya yang baik ikan 
yang masih kecil maupun ikan yang besar sehingga akibat 
perbuatan terdakwa yang melakukan penangkapan ikan dengan 
menggunakan jaring trawl dilarang oleh pemerintah karena 
dapat merusak ekosistem laut. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 
perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang 
perikanan. 
DAKWAAN KEDUA : Bahwa ia erdakwa pada hari kamis tanggal 
04 Juni 2015 sekitar pukul 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu 
waktu dalam bulan Juni tahun 2015 atau pada waktu dalam tahun 
2015, bertempat di Muara Sungai Angkue ±1 Mil Desa Angkue 
Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone atau setidak-tidaknya pada suatu 
tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Watampone, terdakwa Mappa Dg. Mawale Bin Bandu Dg. Massenge 
dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan atau 
menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan 
merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan 
di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indoinesia 
dilakukan oleh nelayan kecil dan atau pembudidaya ikan kecil 
dengan cara sebagai berikut : 
- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika 
Tim Satuan Polair Polres Bone diantaranya saksi Jamil Bin 
Ambo dan Mustamin Bin Abd. Rajab telah ,melakukan 
Penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu melakukan 
penangkapan ikan dengan menggunakan trawl yang digunakan 
terdakwa Mappa terdiri dari alat pemberat, jarring dan tali 
penarik trawl terssebut dibuang kedasar laut selanjutnya 
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terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan 
perahu kecil berukuran 2 GT berdasarkan Sertifikat 
Kesempurnaan No.552.1/567/X/Dishub 2014 yang 
ditandatangani oleh An. Kepala Dinas Perhubungan Kab.Bone 
Drs. Asiswa yang berlaku sampai tanggal 30 April 2015  keluar 
menuju kelaut dan setelah berada dilaut maka kemudian 
membuang trawlnya tersebut kedasar laut, setelah itu trawl lalu 
ditarik dengan menggunakan kapal perahu motor sampai 
beberapa jam lamanya, setelah itu barulah trawl tersebut ditarik 
naik keatas perahu untuk diambil hasilnya, apakah ikan atau 
tergantung apa saja yang masuk kedalam trawl, setelah itu 
terdakwa lalu membuang lagi trawl tersebut kedasar laut dan 
melakukan hal tersebut secara berulang sampai ikan yang 
didapat banyak. 
- Bahwa adapun hasil yang ditangkap pada saat itu bermacam-
macam jenis ikan yang saksi tidak tahu namanya yang baik ikan 
yang masih kecil maupun ikan yang besar sehingga akibat 
perbuatan terdakwa yang melakukan penangkapan ikan dengan 
menggunakan jaring trawl dilarang oleh pemerintah karena 
dapat merusak ekosistem laut. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 100 B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 
perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang 
perikanan. 
 
 
3. Tuntutan Penuntut Umum  
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, keterangan saksi-saksi 
dan Terdakwa di persidangan maka tuntutan pidana penuntut umum 
yaitu sebagai berikut : 
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MENUNTUT 
Supaya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone yang 
memeriksa dan mengadili perkara ini memutus : 
 
- Menyatakan terdakwa Mappa Dg. Mawele Bin Bandu Dg. 
Massenge telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana 
“Perikanan” sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Jaksa 
Penuntut Umum melanggar Pasal 100 B Undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 
tentang Perikanan. 
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dg. Mawele Bin Bandu 
Dg. Massenge dengan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- 
(sepuluh juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan; 
- Menetapkan barang bukti berupa : 
- 1 (satu) unit kapal KMN CV. Bayongan Kajuara warna putih 
bis hijau; 
Dikembalikan krpada yang berhak; 
- 1 (satu) set jaring trawl; 
- 2 (dua) buah papan Pemberat; 
Dirampas untuk dimusnahkan; 
- Uang tunai sebesar Rp.115.000,-(seratus lima belas ribuh 
rupiah); 
Dirampas untuk negara; 
-  Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya 
perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah). 
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4. Amar Putusan  
Mengingat dan memperhatikan Pasal 100 B Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan : 
MENGADILI : 
1. Menyatakan Terdakwa MAPPA Dg. MAWELE Bin BANDU Gg. 
MASSENGE telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana “PERIKANAN” 
sebagaimana telah melanggar pasal 100 B Undang-Undang 
Undang Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2009 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2004 
Tentang Perikanan; 
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MAPPA Dg. MAWELE 
Bin BANDU Gg. MASSENGE oleh karena itu dengan pidana 
denda sebesar Rp. 8.000.000., (delapan juta rupiah) dengan 
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti 
dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; 
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
- 1 (satu) unit kapal KMN CV. Bayongan Kajuara warna putih 
bis hijau; 
Dikembalikan krpada yang berhak; 
- 1 (satu) set jaring trawl; 
- 2 (dua) buah papan Pemberat; 
Dirampas untuk dimusnahkan; 
- Uang tunai sebesar Rp.115.000,-(seratus lima belas ribuh 
rupiah); 
Dirampas untuk negara; 
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya 
perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) 
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5. Analisis Penulis Mengenai Penerapan Hukum Pidana Materil 
Tentang Tindak Pidana Perikanan Putusan Nomor 
28/Pid.Sus/2016/PN.Wtp 
 
Untuk mencapai kebenaran materil yaitu kebenaran selengkap-
lengkapnya pada putusan perkara No. 28/Pid.Sus/2016/PN.Wtp,. 
majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone yang menangani 
perkara ini telah meneliti secara cermat dan seksama semua 
perbuatan, kejadian, atau keadaan-keadaan yang berlangsung 
selama persidangan, fakta-fakta yang digali dari alat bukti berupa 
keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta keterangan 
para ahli sampai pada barang bukti sehingga diperoleh keyakinan 
bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 
tindak pidana perikanan sebagaimana yang didakwakan. 
Berdasarkan fakta-fakta, baik yang berasal dari keterangan 
saksi-saksi, keterangan ahli dihubungkan dengan keterangan  
terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juni 
2015 sekitar pukul 17.30 wita di Perairan Teluk Bone tepatnya 
di Muara Sungai Angkue ± 1 Mil dari Desa Angkue Kec. Kajuara 
Kab. Bone; 
2. Bahwa terdakwa pada saat melakukan penangkapan ikan 
hanya sendiri, dimana petugas kepolisian menemukan terdakwa 
yang sudah melakukan  penangkapan ikan dengan 
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menggunakan  jaring trawl yang didukung masing-masing jaring 
dengan lebar 6 (enam) meter dan panjang sekitar 8 (delapan) 
meter dirangkaikan dengan pemberat berupa timah sekitar 40 
(empat puluh) buah dan dalam 1 (satu) buah berat 3 ons yang 
terdapat pada bagian bawah jaring dan alat apung sebanyak 10 
(sepuluh) buah pada bagian atas jaring, 2 (dua) buah papan 
pemberat yang dilapisi dengan besi plat pada bagian bawah 
dengan ukuran panjang 80 (delapan puluh) cm dan lebar 50 
(lima puluh) cm, dan 1 (satu) unit kapal KMN CV Bayongan 
Kajuara warna putih bis hijau yang mana kapal tersebut 
dilengkapi dengan menggunakan 2 (dua) mesin kapal merk 
Changpawang24 PK dan mesin kapal merk Chinglung 32 PK 
serta kapal yang digunakan tersebut mempunyai berat sekitar 2 
GT (Gross Ton); 
3. Bahwa adapun cara terdakwa melakukan penangkapan ikan 
yakni dengan membuang trawlnya kedasar laut setelah itu trawl 
tersebut ditarik dengan menggunakan kapal motor dan setelah 
trawl naik keatas perahu untuk diambil hasilnya; 
4. Bahwa adapun hasil tangkapan ikan yang diperoleh terdakwa 
yaitu ikan dengan bermacam-macam jenis dimana ada ikan 
yang kecil-kecil dan ikan yang besar-besar; 
5. Bahwa terdakwa tidak pernah diberikan ijin untuk melakukan  
penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl karena 
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memang melakukan penangkapan ikan dengan jaring trawl; 
dilarang dan melanggar hukum; 
6. Bahwa alat yang digunakan terdakwa menangkap ikan adalah 
termasuk jaring trawl yang dilarang penggunaanya. 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan 
persidangan, majelis hakim berpendapat yang tepat untuk 
diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah Pasal 9 Undang-
Undang R.I No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-
Undang R.I No. 31 tahun 2004 tentang perikanan, oleh karena itu 
unsur-unsur dari yang harus diuraikan dalam dakwaan adalah 
unsur-unsur dari pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia 
No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I 
Nom. 31 tahun 2004; 
a) Unsur Pelaku/Setiap Orang” : 
- Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini 
adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh 
Jaksa Penuntut umum dengan suatu dakwaan ke depan 
persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu 
perbuatanya yang telah dilakukannya; bahwa di persidangan 
telah dihadapkan seorang bernama Mappa Dg. Mawele Bin 
Bandu Dg. Massenge sebagaimana tersebut didalam dakwaan 
Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi 
dalam perkara ini serta keterangan Terdakwa itu sendiri, 
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ternyata benar bahwa ia adalah Mappa Dg. Mawele Bin Bandu 
Dg. Massenge identitas seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut 
Umum sebagaimana tersebut diatas dan bukan orang lain serta 
Terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung 
jawab sehingga dengan demikian unsur “setiap orang”telah 
terpenuhi 
b) Unsur kepemilikan, menguasai, membawa dan/atau 
menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu 
penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak 
keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan. 
- Memiliki, menguasai membawa dan/atau menggunakan alat 
penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang 
mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan 
dikapal ikan” ialah bahwa terdakwa secara sadar memiliki dan 
menguasai alat bantu penangkapan ikan yang akan digunakan 
untuk menangkap ikan berupa jaring trawl.yang berdasarkan 
fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, 
keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti 
surat maupun  petunjuk diperoleh suatau fakta hukum bahwa 
terdakwa memiliki 1 (satu) set jaring trawl dan 2 (dua) buah 
papam pemberat.  
c) Unsur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, 
unsur ini terbukti berdasarkan alat bukti : 
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- Yang dimaksud dengan pengelolaan perikanan Republik 
Indonesia yaitu Laut Territorial Indonesia beserta perairan 
kepulauan dan perairan pedalamanya. Dari fakta-fakta yang 
terungkap dipersidangan bahwa terdakwa melakukan 
penangkapan ikan bertempat di Wilayah Perairan Indonesia 
tepatnya di Muara Sungai Angkue ± 1 Mil dari Desa Angkue 
Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi 
Selatan .  
d) Unsur “yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya 
ikan dikapal penangkapan ikan” 
- Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari 
keterangan saksi-saksi, keteranagn terdakwa yang dihubungkan 
dengan alat bukti surat maupun petunjuk dapat diperoleh suatu 
fakta hukum bahwa benar untuk cara menangkap ikan dengan 
menggunakan jaring trawl yang dapat merusak dan 
mengganggu keberlanjutan sumber daya ikan dan 
lingkunganya. 
e) Ketentuan mengenai alat penangkapan ikan sebagaimana yang 
diatur dalam peraturan menteri; 
- Berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan 
Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.06/MEN/2010 
Tentang Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan 
Perikanan Negara Republik Indonesia, dinyatakan bahwa 
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Kelompok jenis alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) 
adalah kelompok alat penangkapan ikan terbuat dari jaring 
berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka 
mulut jaring dan pengoprasianya dengan cara dihela di sisi atau 
dibelakang kapal yang sedang melaju (SNI 7277.5:2008). Alat 
pembuka mulut jaring dapat terbuat dari bahan besi, kayu atau 
lainya. 
- Bahwa cara kerja alat penangkapan ikan yang dipergunakan 
oleh terdakwa ternyata sama dengan cara kerja alat 
penangkapan ikan pukat hela (trawls) yang termasuk dalam 
kelompok alat penangkap ikan yang dilarang dipergunakan 
berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 
Republik Indonesia Nomor KEP.06/MEN/2010 Tentang Alat 
Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara 
Republik Indonesia. 
Dapat dilihat bahwa Terdakwa Mappa Dg. Mawele Bin Bandu 
Dg. Massenge berkemampuan untuk mempertanggungjawabkan 
perbuatanya dan secara sadar melakukan kejahatan dan pantas 
menerima hukuman. 
Ancaman pidana dalam pasal 9 Undang-Undang No.45 tahun 
2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 tahun 2004  
perikanan adalah pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan 
denda paling banyak sebanyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima 
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puluh juta rupiah) dan Hakim menjatuhkan pidana terhadap 
terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan 
juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda  tersebut tidak dibayar 
akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Dasar 
hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana kurungan pengganti 
terhadap Terdakwa  yaitu terdapat pada Pasal 30 ayat (2) BAB II 
Buku Pertama KUHP : Pasal 30 ” Jika dijatuhkan hukuman denda, 
dan denda tidak dapat dibayar, maka diganti dengan hukuman 
kurungan (KUHP 41)”. 
Terpenuhinya unsur subjektif dan unsur objektif inilah kemudian 
yang mendasari Hakim dalam memutus perkara ini. Unusr yang 
dimaksud adalah Pasal 9 Undang-Undang Repiblik Indonesia 
Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, maka menurut penulis 
penerapan hukum pidana materil pada tindak pidana illegal fishing 
dengan nomor kasus  28/Pid.Sus/2016/PN.Wtp telah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 
B. Dasar-dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Tindak Pidana 
Perikanan (Studi Kasus Putusan Nomor:28/PID.Sus/2016/PN.WTP) 
 
1. Pertimbangan Hakim  
Perbuatan terdakwa telah diatur dan diancam pidana Pasal 100 B  
Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 Tentang 
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Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Tentang  
Perikanan; 
Dalam ranah hukum pidana, Hakim sebelum memutus suatu 
perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan 
terdakwa, alat bukti, syarat subjektif, dan objektif seseorang dapat 
dipidana, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. 
Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan 
beserta unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang telah terpenuhi 
dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi, maka pertimbangan 
Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam putusan Nomor 
28/Pid.Sus/2016/PN.Wtp adalah sebagai berikut : 
- Hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa telah memenuhi  
unsur-unsur dalam dakwaan kedua tersebut seluruh telah 
diuraikan dan dipertimbangkan sebagaimana terurai dalam 
pertimbangan dakwaan di atas dan perbuatan terdakwa telah 
memenuhi maksud dan tujuan daru unsur-unsur dalam 
dakwaan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan 
bahwa Terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan 
melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan 
kedua ; 
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan 
termasuk kemampuan serta kondisi terdakwa pada proses 
persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada hal-
hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban 
atas perbuatanya, baik sebagai alasan pembenar maupun 
alasan pemaaf, yang berarti terdakwa adalah orang yang 
mampu bertanggungjawab atas segala perbuatanya 
- Menimbang bahwa berlandaskan pada hakikatnya tujuan 
dibuatnya dan perbaikan terhadap undang-undang perikanan 
adalah untuk melindungi periran yang berada dalam kelautan 
Negara KesatuanRepublik Indonesia dan Zona Ekonomi 
Eksklusif Indonesia untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi 
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kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, maka majelis 
hakim berpendapat bahwa pidana yang pantas dan tepat 
dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana denda 
- Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi [idana denda, 
maka sebagai jaminan ditaatinya pidana ini oleh terdakwa, jika 
terdakwa tidak melaksanakan pidana denda tersebut maka 
kepada terdakwa wajib mengganti dengan pidana penjara 
selama 2 (dua) bulan penjara 
- Menimbang bahwa oleh karna terhadap terdakwa dijatuhi 
pidana denda untuki mempertimbangkan jumlah pidana denda 
yang akan dijatuhkan kepada terdakwa agar setimpal dengan 
kadar kesalahanya maka majelis hakim mempertimbangkan 
keadaaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan 
berkaitan dengan diri terdakwa 
 
Hal-hal Yang Memberatkan : 
- Sifat diri terdakwa itu sendiri  
 
Hal-hal yang Meringankan : 
- Terdakwa menyesali perbuatanya; 
- Terdakwa belum pernah dipidana; 
- Terdakwa tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit; 
- Terdakwa merupakan katergori nelayan kecil. 
 
- Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan keadaan-
keadaan tersebut diatas sebagai upaya untuk mengukur kadar 
kesalahan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah 
pidana denda yang dujatuhkan kepada terdakwa dalam perkara 
tersebut adalah pantas dan cukup adil untuk terdakwa. 
- Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit 
kapal KMN CV. Bayongan Kajuara warna putih bis hijau, 1 
(satu) set jaring trawl , 2 (dua) buah papan pemberat dan uang 
tunai sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), 
meskipun terbukti sebagai sarana yang dipergunakan untuk 
melakukan penangkapan ikan namun sebagai Nelayan Kecil 
kapal tersebut merupakan peralatan paling utama yang 
dipergunakan oleh terdakwa dalam mencari nafkah sebagai 
nelayan terlebih lagi dalam persidangan terbukti bahwa kapal 
tersebut memiliki bobot yang tidak lebih dari 5GT, oleh karena 
itu dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan untuk 
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tercapainya keadilan dan kemanfaatan maka terhadap barang 
bukti tersebut sudah selayaknya dan sepatuhnya dikembalikan 
kepada terdakwa. 
 
2.  Analisis Penulis Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim dalam 
Memutus Tindak Pidana Perikanan  
Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidan 
perikanan hakim membuat pertimbangan-pertimbangan. Menurut 
analisis penulis, Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap 
pelaku tindak pidana perikanan menggunakan pertimbangan yang 
bersifat yuridis dan non-yuridis  
Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim 
yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap didalam 
persidangan atau faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan 
dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus 
dimuat didalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis ialah 
sebagai berikut : 
a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum; 
b. Keterangan saksi; 
c. Keterangan Ahli; 
d. Keterangan Terdakwa; 
e. Barang bukti; 
f. Pasal-pasal yang didakwakan dalam Undang-Undang Perikanan. 
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Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis, hakim dalam 
menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non-
yuridis. Pertimbangan non-yuridis ialah antara lain sebagai berikut : 
a. Akibat perbuatan terdakwa ; 
b. Kondisi diri terdakwa . 
Dibalik putusan hakim sepatutnya salah satu hal yang subtansi 
untuk disoroti adalah persoalan bagaimana memenuhi rasa keadilan 
bagi semua pihak termasuk pelaku kejahatan atau antara para 
pelaku kejahatan. Secara yuridis, seberat atau seringan apapun 
pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak akan menjadi permasalahan 
selama tidak melebihi batas minimum dan maksimum pemidanahan 
yang diancamkan dalam pasal yang bersangkutan, melainkan yang 
menjadi persoalan adalah apa yang mendasari atau apa alasan 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringanya putusan 
berupa pemidanahan sehingga putusan yang dijatuhkan secara 
objektif dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan. 
Dalam pandangan penulis, berat ringanya suatu pidana yang 
dijatuhkan tentu bagi seorang hakim harus disesuaikan dengan apa 
yang menjadi niat, motivasi dan akibat, dari perbuatan si pelaku. Tiap 
putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa 
tentunya harus sesuai dengan pasal yang didakwakan dalam artian 
berpedoman pada batas maksimal dan batas minimal sehingga 
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hakim dianggap telah menjalankan dan menegakkan Undang-
Undang dengan benar dan tepat. Putusan Majelis Hakim yang 
menjatuhkan pidana denda, Penulis menganggap sudah tepat 
karena disisi lain terdapat keyakinan Hakim, dimana Hakim juga 
mempertimbangkan kondisi diri Terdakwa dalam hal ini terdakwa 
merupakan kategori Nelayan Kecil, selain motif ekonomi dan 
penyesalan terdakwa atas tindak pidana yang dilakukanya juga harus 
bagian dari pertimbangan secara sosiologis (sosial justice) 
psikologis, moral (moral justice)  serta posisi terdakwa di ruang 
sosial. 
Putusan  pidana selain untuk memberikan efek jera juga 
merupakan dasar untuk memasyrakatkan kembali si terpidana agar 
di kemudian hari si terpidana tidak melakukan kejahatan atau tindak 
pidana. Dari uraian tersebut dan melihat pertimbangan hakim secara 
holistik, maka menurut penulis putusan tersebut sudah tepat dan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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BAB V 
PENUTUP  
A. Kesimpulan  
1. Penerapan hukum pidana materil atas tindak pidana yang 
dilakukan oleh Terdakwa dalam Putusan Nomor 
28/Pid.Sus/2016/PN.Wtp. Hal tersebut didasarkan pada 
terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan Pasal yang didakwakan 
dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2016/PN.Wtp. tentang sebuah 
kasus tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dan diancam 
pidana  Pasal 100 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 
Tahun 2009 Tentang Perikanan. Berdasarkan fakta-fakta hukum 
dipersidangan, baik keterangan para saksi, keterangan ahli, dan 
keterangan terdakwa, dan terdakwa dianggap sehat jasmani dan 
rohani, tidak terdapat gangguan atau keterbelakangan mental 
(mental disorder) sehingga dianggap mampu 
mempertanggungjawabkan perbuatanya. 
2. Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan sanksi 
pidana denda sebesar Rp. 8.000.000., (delapan juta rupiah) 
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan 
diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kepada 
Terdakwa terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 
28/Pid.Sus/2016/PN.Wtp telah sesuai, baik dari aspek 
pertimbangan yuridis maupun dari aspek sosiologis. Hal ini 
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didasarkan pada penjabaran keterangan para saksi, keterangan 
ahli, keterangan terdakwa, dan alat bukti serta adanya 
pertimbangan-pertimbangan yuridis, pertimbangan non-yuridis 
yakni hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan 
terdakwa serta  memperhtikan Undang-Undang yang berkaitan 
diperkuat  dengan keyakinan Hakim.  
 
B. Saran  
1. Sebaiknya polisi laut lebih sering berpatroli dilaut agar agar lebih 
ketat pengawasanya sehingga tidak ada masyarakat yang berani 
lagi melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring 
trawl yang dilarang penggunaanya. 
2. Sebaiknya ada tindakan dari aparat  hukum atau instansi terkait 
yang lebih berperan pada pencegahan sebelum tindak pidana itu 
dilakukan, misalnya dengan memberikan sosialisasi kepada 
masyarakat yang bermukim di pesisir pantai atau masyrakat yang 
bermata pencaharianya sebagai nelayan tentang peraturan atau 
hukum tentang tindak pidana perikanan terkhusus penangkapan 
ikan dengan menggunakan jaring trawl, dan dampaknya dari tindak 
pidana tersebut, sehingga memberikan efek jera bagi oknum-
oknum yang ingin melakukan atau pernah melakukanya . 
3. Agar pemerintah dalam upaya penanganan tindak pidana 
perikanan juga ikut memperhatikan aspek sosiologis seperti upaya 
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peningkatan fasilitas untuk penangkapan ikan secara legal bagi 
masyarakat yang mata pencaharianya sebagai nelayan. 
4. Sebaiknya Pengadilan Perikanan dibentuk di tiap-tiap daerah 
dibawah Pengadilan Negeri dimasing-masing daerah sehingga 
penanganan tindak pidana perikanan dapat lebih efektif. 
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